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PUTUSAN
Nomor 5096/Pdt.G/2019/PA.Cbn

L N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tangal lahir Bogor/24 Mei 1978, umur 41 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
kediaman di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tangal lahir Bogor/08 Oktober 1962, umur 56 tahun,
agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat
kediaman di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24
September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong
dalam register perkara Nomor 5096/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 24 September
2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 1994 telah dilangsungkan pernikahan

secara Agama lIslam antara Penggugat dan Tergugat di Desa Semplak
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Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dan belum di catat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama manapun;

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak
kandung Penggugat yang bernama bapak A. Djunaedi dan saksi nikahnya
masing-masing bernama: Bapak Oleh (Paman Penggugat) dan Bapak Juju
Suhadi (Ketua RT setempat), serta mas kawinnya berupa uang tunai
sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian
pernikahan tidak ada;

3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan
Tergugat berstatus perjaka;

4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Kampung Patambran RT. 002 RW. 004 (rumah ibu Neni),
Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di
karunai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

a. Firda Fitri Andani, perempuan, lahir di Bogor 10 Februari 1996;
b. Feri Nurhidayat, laki-laki, lahir di Bogor, 13 November 1999;

c. Ismaliah, perempuan, lahir di Bogor, 28 Mei 2001;

d. Muhamad Ridwan, laki-laki, lahir di Bogor, 07 Januari 2004;

e. Syahrul Ramadhan, laki-laki, lahir di Bogor, 17 Oktober 2005;
f. Naila Suwandani, perempuan, lahir di Bogor, 19 Oktober 2007;

6. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Tergugat suka berbicara
kasar dan menyakiti hati Penggugat seperti mengatakan Penggugat babu
dan lainnya, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai
isteri;

7. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, seperti
Tergugat jarang bekerja sehinngga Tergugat tidak maksimal dalam
memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan untuk kebutuhan

sehari-hari Penggugat yang membantu memenuhinya;
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8. Tergugat tidak hormat kepada keluarga Penggugat, seperti Tergugat suka
berbicara dengan nada yang tinggi membentak kepada keluarga
Penggugat dan anak-anak;

9. Bahwa, pada bulan Januari 2019 merupakan puncak permasalahan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu antara
penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang sebagaimana tersebut
diatas;

10.Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas,
Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat
untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan laki-laki yang bernama
TERGUGAT vyang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1994 telah
dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Desa Semplak
Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha
mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan dari Majelis Hakim,
Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti tentang status dari
Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok
perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini
dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah
yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam
rabgka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang
Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun
2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi
Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya

dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang
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Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat
(3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi
perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun
1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara
perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di
ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan
cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan
ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi
absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang
secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Cibinong, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 73 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa pada fakta di persidangan terdapat kontradiksi
antara posita dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan status Tergugat
sebelum menikah dengan Penggugat adalah jejaka, sedangkan Penggugat di
depan persidangan menyatakan tidak mengetahui secara pasti status Tergugat
sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan
Penggugat tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut Majelis
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur atau obscuur libel sehingga
harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 5096/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto,
Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Wahidah S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,
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Hj. Wahidah S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Biaya Proses :Rp 50.000,-
- Panggilan :Rp 260.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah :Rp 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
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